PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN

ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Ji. Rasakunda Gg. Delima Siam VI Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : X0/ 29 [SK/DPPPAKB/ 15 /2021

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a  bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang telah disusun dalam
Perubahan Rencana Strategis DPPPAKB Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Perubahan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk pemerintahan kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di
bawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, peru
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja
Utama Dan Indikator Kinerja Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4033);




Pt

10.

.

12.

13.

Jngang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Doerah (Lembaran Negars
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia
Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunfabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
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17.
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Menetapkan

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan daerah kota pangkapinang nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor
2) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2018-2023 ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020
Nomor 57).

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ( Berita Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

KESATU :  Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum pada
lampiran | keputusan ini.

KEDUA :  Perubahan Indikator Kinerja Program Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum pada
lampiran Il keputusan ini.



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diubah dan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di ~ : Pangkalpinang
Padatanggal : 22 September 2021

KEPALA-_DINAS PEMBERDAYAAN ~PEREMPUAN
_~ PERLl @‘ ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
“KOTA PANGKALRINANG,
.w '.\_ . : .’q !
*..Dr. Hj. ETIFAHRIATY, S.Pd.l., M.Pd

" Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 19650724 198703 2 002



Lampiran |

dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
Nomor :A¢0 | 39/SKIDPPPAKB/ 1t /2021

Tanggal : 22 September 2021

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLI

- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

NDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUSAN/FORMULA SATUAN TARGET
2019 | 2020 | 2021 2022 2023
1. | Meningkatnya Perempuan | Persentase  Perempuan Sebagai | Jumlah Perempuan Sebagal Profesional, % 5506 | 56.06 | 57.06
Sebagai Profesional, Teknisi Dan | Profesional, Teknisi Dan Manajerial | Teknisi Dan Manajerial (Non Pemerintah)
Manaijerial (Non Pemerintah) (Non Pemerintah) dibagi jumlah pekerja perempuan x 100
2. | Menurunnya  Kasus  Tindak | Rasio Kasus Tindak _ Kekerasan | Total perempuan dan anak yang % 0033 | 0029 | 0.026
Kekerasan Terhadap Perempuan | Terhadap ~Perempuan dan  Anak | mengalami  kekerasan jumlah
dan Anak Termasuk TPPO perempuan x 100
3. | Meningkatnya  Nilai  Indeks | Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga Indeks 55 57 59
Pembangunan Keluarga
4, | Meningkatnya Jumiah Pekerja | Rasio Perempuan yang Duduk Dalam Jumlah perempuan yang duduk dalam % 4386 | 44,63 | 4540
Perempuan yang Duduk Dalam | Jabatan Struktural (JPT, Administrator | jabatan struktural (JPT, Administrator,
Jabatan  Stuktural  (JPT, | dan Pengawas di lingkup pemda) Pengawas) ; Jumiah ASN yang duduk
Administrator dan Pengawas di dalam  jabatan  struktural  (JPT,
lingkup pemda) Administrator, Pengawas) x 100
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Lampiran Il

dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
Nomor @Q 3_63.9"__..,_“??_ (% /2021

Tanggal : 22 September 2021

: Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No. PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA RUMUSAN/FOLUME SATUAN TARGET
PROGRAM 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. Program Penunjang Urusan | Terpenuhinya penyampain laporan Persentase laporan | Jumlah laporan capaian % 100 100 100
Pemerintahan Daerah | kinerja dan keuangan Perangkat | kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan yang
Kabupaten/Kota Daerah tepat waktu yang disampaikan tepat | disampaikan tepat waktu
waktu DIBAGI jumlah laporan
capaian  kinerja  dan
keuangan DIKALI 100%
Terpenuhinya sarana dan prasarana | Persentase sarana dan | Jumiah sarana  dan % 100 100 100
aparatur dalam kondisi baik prasarana aparatur | prasarana aparatur dalam
dalam kondisi baik kondisi baik DIBAGI dengan
jumlah sarana dan prasarana
yang ada DIKALI 100
Terwujudnya ASN yang memenuhi | Persentase ASN yang | Jumiah aparatur  yang % 100 100 100
standar kompetensikualifikasi memenuhi standar | ditingkatkan  kapasitasnya
kompetensikualifikasi DIBAG! jumlah aparatur yang
pada unit kerjanya harus ditingkatkan
kapasitasnya DIKALI 100
Terpenuhinya Kebutuhan | Persentase Jumiah Layanan % 100 100 100
Administrasi Perkantoran Perangkat | Terpenuhinya Kebutuhan | Administrasi  Perkantoran
Daerah Administrasi Perkantoran | yang dilaksanakan DIBAGI
layanan Administrasi
perkantoran yang dibutuhkan
DIKALI 100
2 Program Pengarusutamaan | Meningkatnya Persentase ARG | Persentase ARG pada | Jumlah anggaran responsif % 082 | 085 | 088
Gender dan Pemberdayaan | pada Belanja Langsung Belanja Langsung gender : total APBD x 100
Perempuan




3, Program Perlindungan | Menurunnya Proporsi Perempuan | Proporsi Perempuan | Jumlah perempuan dewasa 0,029 | 0,028 | 0,026
Perempuan Dewasa dan anak perempuan | Dewasa dan  anak | dan anak perempuan (umur
(Umur 15-64 Tahun) mengalami | perempuan (Umur 15-64 | 15-64 Tahun) mengalami
kekerasan (Fisik, Seksual atau | Tahun) mengalami | kekerasan (fisik, seksual
Emosional) oleh pasangan atau | kekerasan (Fisik, Seksual | atau  emosional Joleh
mantan pasangan, selain pasangan | atau Emosional) oleh | pasangan atau  mantan
dalam 12 bulan terakhir pasangan atau mantan | pasangan, selain pasangan
pasangan, selain | dalam 12 bulan terakhir
pasangan dalam 12 | dibagi jumiah perempuan
bulan terakhir dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64
Tahun) pada periode yang
sama x 100
4, Program Pemenuhan Hak | Terlaksananya Pemenuhan Hak | Persentase Jumlah peserta forum anak 100 100 100
Anak (PHA) Anak Pengembangan Forum | yang hadir/Jumlah target
Anak Skala Kota peserta forum anak x 100
5. Program Perlindungan | Menurunnya Prevalensi kekerasan | Prevalensi  kekerasan | Jumiah anak —perempuan 0,060 | 0,065 | 0,060
Khusus Anak terhadap anak perempuan terhadap anak | umur 13-17 Tahun yang
perempuan mengalami setidaknya satu
bentuk kekerasan  (fisik,
seksual, emosional) dalam
12 bulan terakhir dibagi
jumlah anak perempuan
umur 13-17 Tahun pada
periode yang sama dikalikan
100
6. Program Peningkatan | Persentase Kader yang akiif | Terlaksananya Upaya | Jumlah kader yang aktif 100 100 100
Kualitas Keluarga melaksanakan KIE kepada | Peningkatan  Kualitas | melaksanakan KIE kepada
masyarakat Keluarga masyarkat / total jumlah
kader x 100
1 Program Pengelolaan Sistem | Meningkatnya Proporsi Perempuan | Proporsi Perempuan | Jumlah perempuan di posisi 1 12 13

Data Gender dan Anak

yang berada di posisi Managerial

yang berada di posisi
Managerial

kepemimpinan  pemerintah
(esselon 2) dibagi jumliah
seluruh jabatan pemerintah
esselon 2 dikali 100




Program Pengendalian

Penduduk

Menurunnya angka TFR (Total
Fertility Rate)

TFR (Total Fertility Rate)

Banyaknya kelahiran dari
perempuan umur 1549
Tahun selama periode
tertentu  dibagi  jumlah
penduduk perempuan umur
15-49 Tahun pada periode
yang sama DIKALI 100

Rata-rata
Anak Per
Wanita

19

1,65

Program Pembinaan
Keluarga Berencana (KB)

Meningkatnya Prevalensi
penggunaan metode kontrasepsi
(CPR) semua cara pada pasangan
usia subur (PUS) usia  15-49 Tahun
yang berstatus kawin

Prevalensi penggunaan
metode kontrasepsi
(CPR) semua cara pada
pasangan usia subur
(PUS) usia 15-49 Tahun
yang berstatus kawin

Jumiah PUS umur 1549
tahun peserta KB akiif yang
menggunakan alat
kontrasepsi semua cara
pada periode waktu tertentu
(penduduk 40% terbawah /
berpendapatan terendah) di
bagi jumiah PUS umur 15-49
tahun pada periode waktu
yang sama (penduduk 40%
terbawah / berpendapatan
terendah) di kali 100

80

81

82

Meningkatnya Proporsi perempuan
usia reproduksi (15-49 Tahun) atau
pasangan yang memiliki kebutuhan
keluarga berencana dan
menggunakan alat kontrasepsi
metode modern

Proporsi perempuan usia
reproduksi (15-49 Tahun)
atau pasangan yang
memiliki kebutuhan
keluarga berencana dan
menggunakan alat
kontrasepsi metode
modern

Jumiah perempuan usia
reproduksi  (15-49 tahun)
atau pasangannya dengan
kebutuhan alat kontrasepsi
yang menggunakan alat
kontrasepsi metode modern
di bagi jumiah perempuan
usia repraduksi (15-49 tahun)
yang memerlukan  alat
kontrasepsi di kali 100

79,74

79,84

79,94




10. Tsmaa Pemberdayaan dan | Menurunnya Angka  Kelahiran | Angka Kelahiran Remaja | Jumlah  kelahiran pada | Kelahiran 823 8,20 8,17
Peningkatan Keluarga | Remaja Umur 15-19 tahun (Age | Umur 15-19 tahun (Age | perempuan umur 15-19 | per 1000
Sejahtera Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19) | Specific Fertility Rate/ | tahun pada periode tertentu | WUS
ASFR 15-19) di bagi jumlah penduduk
perempuan umur 15-19
tahun pada periode waktu
yang sama di kali 1000
L™ Terlaksananya ~ Peran  Serta | Persentase Peran Serta | Jumiah  kelurahan yang % 100 100 100
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat | Organisasi berperan serta / total jumah
Kabupaten/Kota dalam | Kemasyarakatan Tingkat | kelurahan x100%
Pembangunan Kabupaten/Kota dalam
Pembangunan




